
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  

NOMOR 15 TAHUN 2012   

TENTANG 

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

BUPATI SLEMAN, 

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam 

menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha dan 

penyediaan informasi pariwisata kepada masyarakat 

perlu dilakukan daftar usaha pariwisata; 

b. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, untuk 

dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha 

wajib mendaftarkan usahanya kepada pemerintah atau 

pemerintah daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Tanda Daftar Usaha 

Pariwisata; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 
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3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4966); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 

Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ 

Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 

6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata                 

Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara 

Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata; 

7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata               

Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara 

Pendaftaran Usaha Penyedia Akomodasi; 

8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata                 

Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara 

Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman; 

9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata              

Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara 

Pendaftaran Usaha Jasa Kawasan Pariwisata; 

10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata              

Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara 

Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Pariwisata; 
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11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata               

Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara 

Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata; 

12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata              

Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara 

Pendaftaran Usaha Penyelenggara kegiatan Hiburan 

dan Rekreasi; 

13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata               

Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara 

Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata; 

14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata            

Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara 

Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggara Pertemuan, 

Perjalanan, Insentif, Konferensi, dan Pameran; 

15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata            

Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara 

Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata; 

16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata             

Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara 

Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata; 

17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata              

Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara 

Pendaftaran Usaha Wisata Tirta; 

18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata             

Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara 

Pendaftaran Usaha Spa; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8               

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang 

Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 

Nomor 3 Seri E); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN 

dan 

BUPATI SLEMAN 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANDA DAFTAR USAHA 

PARIWISATA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Sleman. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, 

dan Kecamatan. 

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah 

organisasi perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab 

di bidang pengelolaan kebudayaan dan pariwisata atau organisasi 

perangkat daerah lain sesuai kewenangannya. 

6. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala OPD 

adalah kepala organisasi perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan 

tanggung jawab di bidang pengelolaan kebudayaan dan pariwisata atau 

organisasi perangkat daerah lain sesuai kewenangannya. 

7. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata yang berisi hal-

hal yang wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha pariwisata sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

8. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah 

dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang 

dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam daftar usaha 

pariwisata. 

9. Pengusaha adalah pengusaha pariwisata perseorangan, badan usaha 

Indonesia berbadan hukum, atau badan usaha tidak berbadan hukum 

yang melakukan kegiatan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pramuwisata 

perseorangan. 



5 
 

10. Usaha daya tarik wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, 

daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan 

manusia. 

11. Usaha jasa transportasi wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk 

kebutuhan dan kegiatan pariwisata bukan angkutan transportasi 

reguler/umum. 

12. Usaha jasa perjalanan wisata adalah usaha penyelenggaraan biro 

perjalanan wisata dan agen penjualan wisata. 

13. Usaha jasa makanan dan minum adalah usaha penyediaan makanan dan 

minuman yang dilengkapi dengan peralatan perlengkapan untuk proses 

pembuatan, penyimpanan, dan/atau penyajiannya. 

14. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan 

penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan 

pariwisata lainnya. 

15. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha 

penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena 

permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang 

bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata 

tirta dan spa. 

16. Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, 

dan pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok 

orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha 

sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam 

rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa 

ynag berskala nasional, regional, dan internasional. 

17. Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, 

feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang 

disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik. 

18. Usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha penyediaan sarana dan 

rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, 

penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan. 

19. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau 

pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan 

wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata. 

20. Usaha wisata tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, 

termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang 

dikelola secara komersial di sungai, danau, dan waduk. 


